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BAB V 

PENUTUP 

 

V. 1. Kesimpulan 

Lagu dan musik merupakan salah satu objek hak cipta yang dilindungi dalam UU No. 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk dapat menggunakan lagu dan musik sebagai added value 

dalam suatu acara/usaha, seseorang perlu mendapatkan lisensi dari Pencipta atau Pemilik Hak 

Terkait. Kewajiban hukum untuk mendapatkan lisensi atas Public Performance Right muncul 

secara otomatis ketika lagu dan/atau musik diperdengarkan di ruang publik atau tempat-tempat 

umum. Kewajiban tersebut mengharuskan para User membayar royalti kepada Pencipta dan 

Pemilik Hak Terkait melalui LMKN. 

PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik 

menyebutkan bahwa royalti dikenakan pada setiap orang yang melakukan penggunaan secara 

komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Ada 12 

bentuk layanan publik yang bersifat komersial, diantaranya seminar dan konferensi komersial; 

restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; konser musik; pesawat udara, bus, 

kereta api, dan kapal laut; pameran dan bazar; bioskop; nada tunggu telepon; bank dan kantor; 

pertokoan; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi; lembaga penyiaran radio; hotel, kamar 

hotel, dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke. Dasar penetapan tarif royalti ditentukan 

berdasarkan rujukan yang berlaku secara internasional, masukan LMK, masukan pengguna, 

serta kepatutan dan rasa keadilan. Perhitungan tarif royalti saat ini masih mengacu pada dua 

keputusan menteri yang lama. Pertama, Kepmen Hukum dan HAM RI No. HKI.2.OT.03.01-

03 Tahun 2015 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke) jo. 

Kepmen Hukum dan HAM RI No. HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 tentang Pengesahan 

Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi 
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(Karaoke). Kedua, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 

HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang 

Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. 

Secara khusus, Pasal 11 dalam PP 56/2021 menyebutkan bahwa Usaha Mikro 

mendapatkan keringanan tarif royalti atas penggunaan komersial lagu dan musik. Kebijakan 

tersebut keluar berdasarkan beberapa alasan, yaitu sebagai tindak lanjut dari Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak pandemic Covid-19 dan juga atribusi bagi pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan insentif dalam membantu stabilitas Usaha 

Mikro namun dengan tetap mendorong masyarakat (khususnya pengusaha Mikro) untuk 

terlibat dan berkontribusi terhadap implementasi pemenuhan hak cipta. Ketentuan pasal 11 ini 

merupakan prospek jangka panjang yang baik, namun ekosistem dan infrastrukturnya belum 

mampu mengakomodir pengimplementasian kebijakan sehingga zero benefit. 

Ketentuan pasal 11 PP 56/2021 tersebut menyebabkan beberapa implikasi dan tantangan, 

diantaranya: Pertama, adanya disharmonisasi mengenai pendefinisian dan/atau pengkategorian 

Usaha Mikro menyebabkan batasan yang bias terhadap subjek yang berhak mendapatkan 

keringanan. Kedua, adanya kekosongan instrumen hukum pelaksana menyebabkan tidak dapat 

terimplementasinya kebijakan karena tidak ada panduan/aturan mengenai perhitungan tarif 

royalti atas keringanan tersebut. Ketiga, lingkungan digital menyebabkan struktur dan 

perkembangan hak atas kekayaan intelektual menjadi masalah yang lebih mendesak daripada 

sebelumnya. Apalagi mengingat bahwa Indonesia hingga saat ini belum memiliki sistem 

teknologi terintegritas dan kebijakan yang mengatur mengenai hak cipta atas lagu dan musik 

digital. 
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V. 2. Saran dan Rekomendasi 

Berdasarkan analisis mengenai pengaturan keringanan tarif royalti atas hak cipta lagu dan 

musik, penulis memberikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan yang 

secara khusus ditujukan kepada pembuat kebijakan, diantaranya: 

a. Perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai hak cipta atas lagu dan musik 

digital untuk mengakomodir kebutuhan atas perkembangan teknologi. Penulis 

merekomendasikan kebijakan ini dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. 

b. Perlu adanya pembaharuan instrumen hukum pelaksana, yaitu Peraturan Menteri baru 

yang mengatur mengenai PerhitunganTarif Royalti atas Hak Cipta Lagu dan musik agar 

dapat mengakomodir perhitungan keringanan tarif royalti yang dikhususkan bagi usaha 

mikro. Pembaharuan Peraturan Menteri dapat dilakukan secara terpisah ataupun 

bersama-sama, yaitu dengan menggabungkan antara perhitungan keringanan tarif royalti 

bagi Usaha Mikro dengan perhitungan tarif royalti bagi 12 betuk layanan publik yang 

telah diatur sebelumnya. 

c. Perlu dikeluarkannya panduan mengenai pengajuan keringanan tarif royalti atas hak cipta 

lagu dan musik dalam bentuk Peraturan LMKN untuk memudahkan masyarakat 

(khsusnya Usaha Mikro) memahami prosedur pengajuan keringanan tarif royalti; 

d. PDLM dan SILM harus segera dirampungkan demi pengimplementasian royalti lagu dan 

musik yang lebih baik dan terintegritas; 

e. Perlu adanya sistem terkonogi terintegritas yang memudahkan masyarakat untuk 

mendapatkan lisensi atas penggunaan lagu dan musik mulai dari pengajuan, format 

dokumen yang dibutuhkan, perhitungan royalti otomatis (mengingat bahwa pembayaran 

royalti masih berdasarkan self assessment), pembayaran royalti dan kebutuhan lain yang 

dapat diakses secara digital dan terintegritas. 
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